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ABSTRAK

HERMALIATI HARAHAP. 1505170204. Analisis Sistem Pengendalian Intern
Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota
Medan. Skrips. Fakultas Ekonomi Univer sitas M uhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota
Medan. Hasll dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa sistem pengendalian intern
penerimaan pajak restoran kota Medan sudah berjalan dengan baik. Saran dalam penelitian
ini adalah agar tetap mempertahankan dan meningkatkan persentase pgak restoran terhadap
pendapatan asli daerah melalui usaha usaha insentifikasi dan ekssentifikasi pemungutan pajak
restoran, karena masih yang belum menjadi objek pajak restoran, melakukan pendataan ulang
tentang objek pajak pemungutan pajak restoran, karena masih banyak yang belum menjadi
objek pgak restoran. Meakukan validas data tagihan pajak, sehingga dalam menerbitkan
surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak sudah benar benar mencerminkan tagihan

pajak yang sesuai dengan potens rillnya.

Kata kunci:, Pajak Restoran, Sistem Pengendalian Intern
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Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari pembangunan suatu bangsa. Eksistenss pembangunan daerah merupakan
wujud dari keberlangsungnnya pembangunan suatu negara, keberhasilan
pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasiln daerah dalam
mebgelola potens potens yang dimiliki oleh darah tersebut. Untuk mencapai
keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem
pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia
dalam mengel ola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2010:01) mengatakan bahwa ruang lingkup
akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntans mangjemen, sistem akuntans
keuangan, perencanaan keuangan daan pembangunan, sistem pengawasan dan
pemeriksaan, serta berbagai implikas finansial atas kebijakan kebijakan yang
dilakukan pemerintah.

Sumber sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan
sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah
sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Adli Daerah (PAD)
adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain lain pendapatan adli daerah yang sah Pajak Daerah Menurut

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 “ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut



pajak, adalah kontribus wagjib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat” .

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar,
pajak daerah seharunya mendapatkan perhatian khusus dalam pengel olaannya.
Hal ini ditujang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah
kepada pihak orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki
peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah secara maksmal.

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak restoran ada
baiknya dinas pendapatan adi daerah perlu melakukan evaluas pengendalian
internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pgjak restoran.
Pengendalian interna (internal control) adalah kebijakan dan prosedur dalam
pemungutan untuk memastikan bahwa informas usaha yang disajikan akurat dan
meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dinas pendapatan adli
daerah perlu menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan sistem
operas, melindungi, mecegah penyal ahgunaan sistem.( Warren, 2010).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika
perusshaan mampu mengidentifikas unsur-unsur atas pengendalian internal
dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam
pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaan resko, kegiatan pengendalian, informas dan komunikas dan

pemantauan pengendalian intern.



Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan
untuk menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi pada dinas pendapatan
adi daerah melaui cara pemisahan tugas yang memadai pendokumentasian,
rekonsosiliasi, pegawai yang jujur dan kompoten , audit internal dan sebagainya.
Informasi dan komunikasi mencakup pemahaman individu dalam peusahaan atas
tanggungjawabnya.

Dengan diterapkannya unsur unsur dan tujuan pengendalian internal
tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian interna atas
pemungutan pajak hotel dan restoran yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan
atas pemungutan pajak restoran dapat diukur dari evaluas sgauh mana
perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana
yang di jabarkan oleh PP No 60 tahun 2008 baik hasil evaluas dapat
meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pengendalian Internal bukan dimkasudkan untuk menghilangkan
semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya
internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan
atau kecurangan dalam pemungutan pajak restoran dan apabila terjadinya
kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Kota Medan Merupakan lbukota Provins Sumatera Utara. Terdapat
banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh kota Medan yang menjadikannya
sebagal kota Metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut dianataranya
adalah bandara internasional kualanamu dan pelabuhan belawan. Fasilitas inilah
yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Kota Medan

semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri,



perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan faslitas tersebut maka

wadah untuk pemanasan produk pun semakin banyak dubutuhkan, tidak hanya

lewat media cetak, media el ektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Tingkat penerimaan paak restoran dapat memberikan sumbangan pada

penerimaan pendapatan adli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan pajak

hotel dan restoran kota medan di tahun 2013 samapai 2017yang dapat dilihat dari

tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Dan Realisas Pajak Restoran Kota Medan

KETERANGAN
NO| TAHUN TARGET REALISASI
1 2013 113.209.441.000 91.590.223.059
2 2014 113.209.441.000 106.429.552.172
3 2015 123.215.837.083 124.409.617.130
4 | 2016 126.215.537.083 130.913.136.416
5 2017 132.215.837.083 151.046.712.629

Sumber: Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan data diatas untuk realisas atas penerimaan pajak restoran

mengalami peningkatan, tetapi peningkatan pada tahun 2015 sampai 2017

sedangkan tahun 2013 dan 2014 realisas yang terjadi tidak mampu melebihi dari

jumlah target yang ditetapkan , hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pedoman

kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak restoran,

selain itu masih kurangnya penerapan sissem pengendalian intern pgjak restoran,



sealin itu aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur
pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum
berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat
kesadaran wajib pajak, yang tidak serta mertalangsung membayar kewajibannya
setelah SKPD (Surat Ketetapan Pgjak Daerah).

Tabel .2

Data Jumlah Wajib Pajak Restoran

No  |Tahun | Jumlah Wajib Pgjak
1 2013 721

2 2014 1005

3 2015 1103

4 2016 1442

5 2017 1627

Sumber : Data sekunder diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pgak yang terfdaftar
dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Jumlah restoran
yang terdaftar terbilang banyak itu artinya sangat berkontribus dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.

Selain itu dari hasil riset pendahuluan yang dilakukan masih terdapat
kelemahan dalam lingkungan pengendalian pada pemungutan pajak restoran, hal
ini dikareanakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk seluruh

pegawai yang melaukan pemungutan pajak restoran sehingga membuat wajib



pajak mangkir atau tidak patuh dalam melakukan pembayaran paak yang
dibebankan kepadanya.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak restoran terdiri dari
rangakaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipusahkan satu
sama lain. Kegiatan pemungutan pajak restoran dimulai dari prosedur pendataan
dan pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur
penyetoran pajak, prosedur pencatatan sampai dengan prosedur pengawasan.
Prosedur pencatatan sampal dengan prosedur tersebut rawan akan penyimpangan
yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam
pemungutan pajak restoran untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal
tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan
dihindari.

Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci
pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem Pengendalian Internal
sangat diperlukan oleh Badan Pengelola Pgjak Dan Retribus Daerah Kota Medan
daam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya
kesalahan dan penyel ewengan. Dan permasal ahan yang terjadi saat ini pada Badan
Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah adalah Masih kurangnya Pengembangan
Sistem dan prosedur penerimaan pagak dan belum berjalan sesuai dengan
prosedur. Sistem  pengendalian  intern  sendiri bertujuan  untuk
mengukur,mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu
organisas agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah

satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memada bagi



tercapainya efektivitas dan efesens pencapaian tujuan penyelenggaraan
Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan
berdaampak pada jumlah hasil pgjak atastarget atau realisas yang akan diterima
( Mardiasmo,2010:206)

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti
Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukan sistem
pengendalian intern penerimaan pgak daerah pada DPPKAD Kabupaten
Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian Dengan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu:
berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang dibidang
pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pegawai. Namun dari
beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan bak. Sebaiknya
pimpinan DPPKAD meningkatkan kuaitas SDM  melalui pendidikan dan
pelatihan, sosialias,perekrutan juga kerjasama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti
tertarik  untuk melakukan penditian yang berjudul “Analiss Sistem
Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribus Daerah kota Medan ” .



B. Identifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Mash kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk seluruh pegawai yang

melakukan pemungutan pajak restoran.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
masalah beikuit:
1. Bagaimana lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan pgak
restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah kota Medan ?
2. Bagaimana penilaian resiko dalam prosedur pemungutan pajak restoran pada
Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah kota Medan ?
3. Bagaimana kegiatan pengendalian dalam prosedur pemungutan pajak restoran

pada Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui Bagaimana lingkungan pengendalian dalam prosedur
pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
kota Medan

b. Untuk mengetahui Bagaimana penilaian resiko dalam prosedur pemungutan

pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan



c. Untuk mengetahui Bagaimana kegiatan pengendalian dalam prosedur
pemungutan pgak restoran pada Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah
kota Medan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulis mengadakan penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat menyelesaikan Studi S1
Akuntans pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

b.Bagi Badan Pengelola Paak dan Retribusi Daerah , dapat memberikan
masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan sistem pengendalian intern
yang lebih baik.

c.Bagi peneliti selanjutnya, memberikan pengetahuan atau masukan serta
informasi tentang sistem pengendalian intern dan menjadi acuan dalam

melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A.Uraian Teori
1. Pendapatan Adi Daerah
a. Defenis Pendapatan Adli Daerah

Pendapatan Adi Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen
sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan
pendapatan adli daerah yang efektif dan efesien perlu dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kondis ekonomi daerah maupun perekonomian nasional
Kontribus yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa
besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih
berkembang.

Pendapatan Adli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam
melaksanakan kegiatan pemerintah dari pembangunan dan sekaligus
merupakan suatu bukti terhadap tingginya keasadaran masyarakat dalam
mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam
menggali potensi sumber sumber Pendapatan Adli Daerah.

Menurut Mardiasmo (2010:132) “Pendapatan Adli Daerah adalah
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah, hasil pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain

Pendapatan Adli Daerah yang sah”.

10
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Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Adli Daerah pemerintah
daerah dilarang:
1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
import/eksport.
b. Klarifikas Pendapatan Adli Daerah
Berdasarkan pada Pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah dilakukan beberapa kali
perubahan, terakhir melaui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok pemdapatan adli daerah
dipisahkan menjadi empat jenis ,yaitu:
1. Pgjak Daerah
Menurut Ahmad Yani (2009:45) menyebutkan, “bahwa pajak daerah
sebagal salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah, untuk meningkatkan dan memratakan kesejahteraan masyarakat”.
Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Sedangkan menurut Erly Suandi (2010:41) pajak daerah adalah pajak

yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaanya
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dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah diatur dalam
undang undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Dengan demikian penerimaan pgak harus dilakukan secara efektif
agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat
terlaksana dengan baik. Pgjak daerah diatur ddam UU No 18 tahun 1997
yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan
retribus daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provins dan 7 jenis pajak
daerah kabupten/kota. Jenis pajak daerah provins dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian
ini merupakan komponen pendapatan adi daerah yang sudah dibahas dalam
terminologi retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Y ang Sah

Selain pgak daerah dan retribus daerah, bagian laba perusahaan
milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensia
untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan
pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk
anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerh
yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersh (PDAM), Bank
Pembangunan Daerah (BPD),hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota

dan pasar adalah jenis jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber
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sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan
ekonomi daerah.
Ada beberapa ha sebagai penyebab kurang berhasiinya perusahaan
daerah memberi kontribusi dalam PAD :

a. Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi, dan objektif perusahaan.

b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekruitmen dan penempatan
pegawal yang tidak tetap, serta ada campur tangan dari birokrat daerah
dengan urusan bisnis perusahaan daerah.

4. Lain Lain PAD yang sah
Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk
pajak, retribug, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan
ini terdiri dari penjualan aset daera dan Jasa giro.
c. Sumber sumber Pendapatan Adli Daerah
Menurut Nurlan Darise (2010:67) berdasarkan UU No0.25 tahun 1999
diatas sumber-sumber Pendapatan Adli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/kota
terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasll Retribus Daerah

3. Hasll perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya

4. Pendapatan Adli Daerah lainnya yang sah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber
pendapatan adli daerah tersebut menurut Nurlan Darise (2010:67)

berdasarkan UU No 25 tahun 1999 adal ah sebagai berikut:
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1. Hasil Pajak Daerah
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbaan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang
terdiri dari:
a. Pagak Hotel
b. Pgak Restoran
c. Pagak Hiburan
d. Pagak Reklame
e. Pgak Penerangan Jalan
f. Paak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
g. Paak Parkir
2. Hasll Retribus Daerah
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan
untuk memnbiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:
a. Retribus Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
C. Retribus Perijinan Tertentu
3. Hasl perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan antaralain:
a. Bagianlaba
b. Deviden

c. Penjulan saham milik daerah
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4. Pendapatan Adli Daerah lainnya yang sah, seperti penjuaan asset tetap
daerah dan jasa giro.
2.Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah
adalah sebagal berikut: “pgak daerah, yang selanjutnya disebut
Pajak,adalah kontribusi wajib kepada kepada Daerah yang atau badan yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang Undang, dengan ridak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk Keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran
rakyat.”

Menurut P Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa: “ Pajak Daerah
adalah iuran wajib yang dilakuna oleh daerah kepada orang pribadi atau
badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan
daerah”.

Pagak dagrah adalah iuran waib daerah bersifat memkasa
berdasarkan Undang undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk
membiayao penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk
kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2010:41)

adalah sebagai berikut: “ Pgak daerah adalah pajak yang wewenang
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pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pel aksanaanya dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan
pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan
pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan paak daerah adalah sebagai berikut:
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang pajak daerah.

. Ciriciri Pajak Daerah

Ciri ciri pgak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23)
adalah sebagai berikut:

. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah
sebagai pajak daerah

. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang Undang

. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang Undang
atau peraturan hukum lainnya

. Hasl pemungutan pgak daerah digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayal
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayal

pengeluaran daerah sebagal badan hukum publik.
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d. JenisPajak Daerah

Unsur unsur yang mencakup paak daerah menurut Undang Undang

Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikuit:

1. JenisPajak Proving terdiri atas:

a

b.

C.

d.

e.

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor
Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

2. Jenis Pgjak Kabupaten/Kotaterdiri atas:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam Dam Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak daerah sebagal salah satu komponen pendapatan asli daerah

memberikan kontribusi besar bagi pendapatan adli daerah, sehingga

semakin besarnya pgjak daerah maka semakin besar pula pendapatan adli
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daerah,dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pgjak yang
telah ditentukan maka akan memberikan indikas yang baik bagi keuangan
daerah dalammengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai daerah pariwisata, kota medan memiliki peluang besar dalam
meningkatkan pajak daerah terutama disektor pgjak hotel, pgak hiburan,
pajak reklame dan pajak parkir.
e. Tarif Pajak Daerah
Tarif pgak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur
dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan
pembatasasn tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak
daerah, yaitu:
1. Tarif Pgjak Provins
a. Tarif Pgjak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi
20%
c. Tarif Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling
tinggi 10%
d. Tarif Pgjak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% dan
e. Tarif Pgjak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%
2. Tarif Pajak Kota/Kabupaten
a. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
b. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
c. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35 %

d. Pagjak Reklame ditetapkan paling tinggi 25 %
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e. Pgak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
f. Paak Minerd Bukan Logam Dam Batuan ditetapkan paling tinggi
25%
0. Pagak Parkir ditetapkan paling tinggi 30 %
h. Pagjak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
i. Pgak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
J. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ditetapkan
paling tinggi 0,3 %
k. Pgak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ditetapkan paling
tinggi 5 %
3. Pajak restoran
a. Pengertian Pajak Restoran
Pajak restoran adadah pgak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Sedangkan yang diamaksud dengan restoran fasilitas penyedia
makanan atauu minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warungbar, dan sgenisnya termasuk jasa
boga/catering.
b. Subjek pajak dan wajib pajak restoran
pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang yang membeli
makanan dan atau minuman di restoran secara sederhana yang menjadi subjek
pajak adaah konsumen yang membeli makanan atau minuman direstoran.
Sedangkan yang menjadi wajib pgjak adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
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yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya melakukan usaha
dibidang rumah makan.
c. Perhitungan Pajak Restoran

Adapun perhitungan besaran pokok pajak restoran yang terutang

sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Medan Adalah:

Pajak Terutang = Tarif Pgjak x Dasar Pengenaan Pagjak

= tarif pajak x jJumlah pembayaran yang diterima atau

yang seharusnyaditerimarestoran

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Undang undang di bidang keuangan negara membawa implikas
perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan
transparan. Hal ini baru dapat dicapa jika seluruh tingkat pimpinan
menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di
instans masing masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan
pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan
secaratertib, terkendali, serta efesien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut
ketentuan mengenai sistem pengendaian intern pemerintah secara
menyeluruh dengan peraturan pemerintah ini dilandas pada pemikiran

bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi
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oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang
memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mahmudi (2010:20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat
dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntans yang baik
adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian
yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang
integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh mangemen
(eksekutif) dan jgjarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang
memadal atas tercapainya tujuan organisas dalam melalui kegiatan yang
efektif dan efesien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan undang undangan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem
Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisas
melaui kegiatan yang efektif dan efisen , keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. sistem pengendalian intern yang selanjutnya disingkat SPIP,
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyuluh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapal pengolaan keungan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota wajib melalukan pengendalian atas penyel enggaraan kegiatan
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pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan krgiatan pemerintahan

sebagi, dimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman

pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini.

Tujuan pelenggaraan tesebut adalah untuk menentukan apakah

pengendalian telah berjalan seperti dirancang dan apakah orang yang

melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikas yang diperlukan untuk

mel aksanakan pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

1

2.

Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara

Untuk memelihara catatan secararinci dan akurat

Untuk menghasilkan informas keuangan yang akurat, relevan, dan handal
Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar
akuntans yang berlaku(Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)

Untuk efisensi dan efektivitas operasi

Untuk menjamin ditaatinya kebijakan mangemen dan peraturan
perundangan yang berlaku

Unsur Unsur Pengendalian Internal

Menurut PP No 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur :
Lingkungan pengendalian

Penilaian resko

Kegiatan pengendalian

Informas dan komunikasi dan

Pemantauan pengendalian intern
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Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instans
Pemerintah
1. Lingkungan pengendalian

Pada PP No 60 Tahun 2008 pasa 4 dijelaskan pimpinan instans
pemerintah wajiib menciptakan dan memelihara lingkungan pengandilan
yang menimbulkan perilaku positif dan kondutif untuk penerapan sistem
pengandilan intren dalm lingkungan kerjannya, melal ui:

a) Penegakan integritasdan nila etika;

b) Komitmen terhadap kompetens;

¢) Kepimpinan yang kondusis,

d) Pembentukan stuktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e) Pendelegagaian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f) Penyusunan da penerapan kebijakan yang sehat tentang pempinan SDM

2. Penilaianrisiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan intans pemerintahan dapat
menetapkan tujuan pada tingkatan, dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan. penilaian resiko ini terdiri atas:
a) Penetapan tujuan instans secara keseluruan

b) Penetapan tujuan pada lingkungan pada tingkatan kegiatan
c) ldentifikas risiko
d) Anaisisrisko
€) Mengelolarisiko selama perubahan

3. kegiatan pengendalian
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Pimpinan instans  pemerintah  wajib  menyelenggaran  wagjib
menyelenggaran  kegiatan pengendalian sesuain  dengan  ukuran,
kompleksitas. Dari sifat, tugas dan fungs yang bersangkutan. Kegiatan
pengendalian sebagaimana yang di maksud pada PP NO . 2008 pasal 18
ayat (3) terdiri atas:

a) Revig ataskinerjainstans pemerintahan yang bersangkkutan

b) Pembinaan sumber daya maanusia

C) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d) pengendalian fisik atas aset

€) penetapan dan revis atasindikator dan ukuran kinerja

f) pemisahan fungs

g) otorisas atastransaks dan kejadian yang penting

h) pencatatan yang akurat dan cepat waktu transaks dan kejadian

i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencacatannya:

J) akuntabilitas terhadap sumber daya pencatatannya; dan

k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi

dan kejadian penting.

Menurut mahmudi (2010:22) komponen penting yang terkait dengan
sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antaralain:
a) sistem dan prosedur akuntansi
b) otoritas
c) formulir, dokumen dan catatan
d) pemisahan tugas

informas dan komunikasi
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Pimpinan instans pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikasikan informas  dalam bentuk dan waktu yang
tepat,mengkomunikas atas informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Komunikas dan informasi sebagaimana dimaksdu wajib diselenggaraankan
secara efektif. Untuk menyelenggrakan komunikas yang efektif
sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), pimpinann instans pemerintahan
harus sekurang-kurangnya:

a) menyediakan dan menfaatkan berbagai bentuk dan sarana
komunikasi:dan
b) mengelola, mengembanagkan, dan memperbarui sistem informasi
seacara terus menerus
5. pemantauan

Pimpinan instans pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem
pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian inten sebagiamana
diamksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluas terpisah, dan tindak lanjut rekomandas hasil audit dan reviu
lainnya.

Pemantauan berkelanjuta sebagaimana dialam pasal 43 ayat 2
diselenggaraan melalui kegiatan pengelolaan rutin,
supervisi,pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam
pel aksanaan tugas.

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian I nternal
Menurut pada PP No 60 Tahun 2008 peran dan tanggungjawab

orang orang dalam organisas terhadap SPIP adalah:
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1. Mangemen

dalam hal ini adalah menteri/pimpinan, lembaga, gubernur, dan
bupati /walikota serta jajaran mangemen dilingkunganya. Para pimpinan
inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP
dilingkungan kerjanya. Disamping iu pimpinan memegang peranan
penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari
pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika, dan faktor lainnya dari
lingkungan pengendalian yang positif.

2.  Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai
dalam suatu instans dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap
pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam
sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan
untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawa juga harus
bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pel aksanaan
kegiatan instans, ketidakpatuhan terhadap aturan prilaku, serta
pelanggaran kebijakan atau tindakan tindakan yang ilegal lainnya.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang
penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP yang sedang
berlangsung. Karena posisi organisas APIP independen dari manajemen
serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi
pemantauan.

4. Auditor Eksternal dan pihak luar Instans
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Sgumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang
objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan
audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informas
penting untuk mangemen dalam menjalankan tanggumg jawabnya
termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instans adalah
legidator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak pihak yang
berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak
bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian
intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian internal pemerintah hanya dapat memberikan
keyakinan memadai bagi mangemen atau pimpinan pemerintah berkaitan
dengan pencapaian tujuan pengendalianintern entitas. Kemungkinan
pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat
dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10)
adalah sebagai berikut : tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan
sendirinya dapat menjamin administrasi yang efesien serta kelengkapan dan
akuras pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh :

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungs dapat

dimanipulasi dengan kolusi
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2. Otorisas dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan

tertentu atau oleh mangjemen

3. Persona keliru dalam memahami perintah sebagal akibat dari kelalaian

tidak diperhatikan maupun kelelahan
Menurut Hiro Tugiman (2010:9) Menyatakan bahwa permasalahan
pengendalian yang merupakan keterbatasan, antaralain :

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas

2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan
sebagal atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi

3.Pengendalian ditetapkan terlau berlebihan (Over controlling ) tanpa
memperhatikan sisi manfaat dan biayanya

4.Penergpan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan
berkurangnya atau hilangnyainisiatif dan kreatifitas setiap orang.

5. Pengendalian tidak memperhitungan aspek perilaku ( behavioral) padahal
faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu
pengendalian

Pentingnya Sistem Pengendalian I nternal

Pengendalian intern bagi suatu organisas adalah merupakan suatu
keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit |aporan keuangan, pimpinan
wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian
perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Menurut

Gondodiyoto ( 2010:249) faktor faktor yang menyebabkan makin pentingnya

system pengendalian intern, antaralain
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1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas
struktur, sistem dan prosedur suatu organisas semakin rumit. Untuk
dapat mengawas operas organisasi, mangemen hanya mengandalkan
kepercayaan atas berbagai |aporan dan analisa.

2. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan
menemukan kesalahan kesalahan serta kecurangan kecurangan yang
terletak pada management, sehingga management harus mengatur sistem
pengendalian intern yang sesuai untuk memnuhi tanggung jawab tersebut

3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat
untuk menutup kekurangan kekurangan yang bisa terjadi pada manusia
Saling cek ini merupakan salah satu karakterisik sistem pengendalian
intern yang baik

4. Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern
yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung
dan detail oleh pemeriksa ( khususnya yang berasal dari luar organisasi).

B. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pgak dan Retribus
Daerah Kota Medan yang juga pernah dilakukan oleh peneliiti sebelumnya,

dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat diilihat pada tebel

dibawah ini:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama Judul Hasi| penelitian
Nuning  Hindriani | Sistem Hasil penelitian ini adalah
(2012) Pengendalian pelaksanaan SPIP di dinas
Intern  Pemerintah | Kesehatan terbatas pada




(SPIP) Dalam | internalisasi SPIP kedalam
Perencanaan Dan | seluruh proses kerja di
Pel aksanaan organisasi, melalui unsur
Anggaran Di | lingkungan, pengendalian,
Daerah (Studi | penilian resiko, kegiatan
Kasus Pada Dinas | pengendalian, informasi
Kesehatan dan komunikas  serta
Kabupaten pemantauan. Pada
Madiun) lingkungan, belum
didukung komitmen
pimpinan untuk
menerapkan SPIP sesual
dengan ketentuan yang
berlaku; penilaian resiko,
belum dilakukan pemetaan
yang terdokumentasi;
kegiatan pengendalian,
pelaksanaan review masih
terbatas pada formalitas
pemenuhan terhadap
permintaan data darai

DPKD
Yefta Palit Tatawi | Analisis Sistem | Hasll penelitian
(2015) Pengendalian menunjukaan bahwa
Intern Pada | lingkungan pengendalian
Prosedur pada dispenda kota bidung
Penerimaan  Kas | telah memada ditinjau
Pgjak Hotel Dan | dari pemberian tugas dan
Pajak Reklame | tanggung jawab dalam
pada Dinas Kota | meaksanakan kegatana

Bitung

penerimaan kas yang baik
perancangan dan
penggunaan dokumen dan
catatan yang memada,
perlindungan agar tidak

terjadi penyelewengan
dalam aktivitas
penerimaan kas,

pemeriksaan oleh pihak
independen, pencatatan
dan pelaporan penerimaan
kas yang sudah memadai.

Niluh Made Wesya
Nugrahani (2014)

Analisis Sistem
Dan Prosedur
Pemungutan Pajak
Reklame  Dalam
Upaya Mendukung
Pengendalian

Berdasarkan  Penelitian,
Ditemukan Berkaitan
Dengan Penilaian Resiko
Adalah: Belum Adanya
Kesadaran Dari Pemilik
Persil Untuk Mengajukan
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Intern (Studi Pada | Permohonan Izin
Dinas Pendapatan | Penyelenggaraan Reklame,
Dan Pengelolaan | Perizinan Lokas Persil.
Keuangan Kota | Analisis Pengendalian

Surabaya) Intern Berkaitan Dengan
Kegiatan Pengendalian
Dilakukan Dengan

Maksud Menindaklanjuti
Upaya Penanggulangan
Permasalahan Yang Kerap
Terjadi.

C. Kerangka Berfikir

Pajak Daerah Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 “ Pgak
Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribus wajib kepada daerah
yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia No 60 Tahun 2008 salah satu
tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dana efesiens pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
negara. Dengan demikian pegendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah
hasil pgjak atas target atau realisasi yang akan diterima, (Mardiasmo, 2010:206)

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika
pemerintah mampu mengidentifikas unsur unsur atas pengendalian interna
dengan baik. Menurut PP No 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri dari unsur dalam
pengendalian interna terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian resiko , kegiatan pengendalian informas dan komunikas dan

pemantauan pengendslian intern.
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Dengan diterapkannya unsur unsur dan tujuan pengendalian interna

tersebut,maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pajak

restoran yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemugutan pajak restoran

dapat diukur dari evauas sgjauh mana perusahaan telah melaksanakan usnur

unsur pengendalian internal sebagiamna telah dijabarkan oleh sistem SPIP dengan

baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan

dapat mencapai tujuanya

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pajak restoran

Redlisasi pgjak Target pajak restoran

‘ Sistem pengendaian

intern
Lingkungan Penilaian resiko Kegiatan Informasi dan Pemantauan
pengendalian pengendalian komunikasi
Gambar 11.2

Kerangka Berfikir
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang berbentuk deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk
membuat deskripsi,gambaran,atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta fakta ,sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Penelitan ini membahas tentang sistem pengendalian internal penerimaan pajak
restoran pada Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah kota Medan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional menunjukan defenisi variabel yang digunakan dalam
penelitian. Defenisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang
dijadikan indikator adlam pendlitian ini adalah :

Sistem pengendalian internal pajak restoran adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efesien, atas pemungutan pajak
restoran yg bertujuan dapat meningkatkan Pendapatan Adli Daerah.

Adapun kisi kis wawancara dalam sissem pengendalian intern dalam

pemungutan pajak pajak restoran adalah sebagai berikut:
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Tabel 111-1
Kisi Kis Wawancar a

Variabel Indikator No.Pertany | Total
aan
Sistem 1. Lingkungan pengendalian | 1-2 2
pengendalian 2. Penilaian resiko 3-4 2
intern pemerintah | 3. Kegiatan pengendalian 5-6 2
4. Informas dan komunikas | 7-8 2
5. Pemantauan pengendalian | 9-10 2
intern
Penerimaan pajak |1. Tugas dan wewenang | 1-2 2
restoran dinas pendapatan kota
medan 34 2
2. Sistem pemungutan pajak
restoran 5-6 2

3. Prosedur pel aksanaan

pemungutan pajak restoran
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C. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada badan pengelola pajak dan retribus daerah
yang beralokasi tepatnya di Jl.Jendral Besar H.Abdul Nasution No.32, Pangkalan
Masyhur, Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara.
2. Waktu Penelitian

penelitian ini dilakukan mulal dari November 2018 sampai dengan Maret
2019 mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal,bimbingan proposal,
seminar proposal, pengumpulan data, bimbingan skripsi hingga sidang skrips
yang membutuhkan waktu selama 5 bulan, untuk lebih jelas dapat dilihat dari
tabel dibawah ini.

Tabd I11-2
Pelaksanaan Waktu Penelitian

pzd

Kegiatan , Maret

[ —

Pengajuan judul
Penyusunan
proposal

Bimbingan proposal
Seminar proposal
Pengumpulan data
Bimbingaan skripsi
Sidang skrips

N

~No|o| b~ w
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D. JenisDan Sumber Data
1. Jenisdata

Dalam penéelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan

kuantitatif

a. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan
penelitian yang berorientass yang bersifat ilmiah. Data yang Berupa
Wawncara Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Pendekatan kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk
angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif nya berupa laporan target Dan
Realisas Pgjak Daerah Dan Pendapatan Adli Daerah( PAD)

2. Sumber Data

a. Dataprimer
Data primer merupakan data yang langsung dapat disgjikan sebagai
sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek
penelitian.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau

melalui sumber lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah langkah yang dilakukan dalam
upaya melakukan upaya upaya pencapaian tujuan penelitian. Pengumpulana data
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai

tujuan penelitian. Sugiyono (2012:hal,193)



37

1. Dokumentasi
Metode dokumentas adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa
sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data data lain yang berkaitan
dengan penelitian.
2. Wawancara
Dalam hal ini penulis menanyakan langsung kepada bagian yang terkait
atau berhubungan dengan badan pengelola pajak dan retribus daerah

khususnya pajak restoran.

F. Teknik Analisis Data
Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif.
Adapun langkah langkah yang digunakan dalam menganalisis data pendlitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada objek
penelitian yaitu Badan Pengelola Pgjak Dan Retribusi Daerah.
2. Mempelgari dan mengkaji data dan informas tentang sistem pengendalian
intern pgjak restoran.
3. Menguraikan komponen pemrosesan pemungutan dan unsur unsur sistem
pengendalian intern dan mengaitkannya dengan teori.
4. Menarik kesmpulan atas uraian uraian dan penjelasan terhadap penelitian
yang telah dilakukan, apakah suda tercapainya tujuan sistem pengendalian

intern pemungutan atas pajak restoran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Objek Penelitan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja
yang kecil yaitu, yaitu sub bagian penerimaan pada bagian pada bagian
keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/ pendapatan
daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah kota
Medan belum begitu banyak maka dalam sub bagian penerimaan tidak
terdapat bagian seks atau urusan

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan lau
pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/ retribus daerah Kota Medan
maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, Sub bagian tersebut diatas
ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian |1X yang tugas pokoknya
mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. bagian 1X tersebut terdiri dari
beberapa seksi dengan pola pendekatan seacara pungutan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan intruks Menteri Dalam Negri Nomor:
KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisas Dinas
Pendapatan Daerah Provins dan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia,
maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 1978 tentang tentang Strukur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan
Retribus Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam
instruksi Mendagri dimaksud Strukur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

yang baru ini dipimpin oleh seorang kepala Badan yang terdiri dari satu (satu)
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Bagian Tata Usaha, dengan tiga (3) urusan dan empat (4) seksi dengan masing
masing seks terdiri dari 3 (tiga) subseks.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib
pajak /retribusi daerah, Strukur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah selamaini
dibentuk dengan membagi pekerjaan pekerjaan berdasarkan berdasarkan sektor
jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. Dengan
Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988
tentang organisas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kotamadya Daerah
TK.Il Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam
Negri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang pedoman susunan
organisas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka
Pemerintah Kota Medan membentuk organisas dan Tata Kerja dinas dinas
daerah lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2001, sehingga
peraturan daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan Nomor 16 Tahun 1990
dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK . Walikota Medan Nomor 25
tahun 2002 tentang susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Medan.
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan
pajak, retribus daerah pendapatan lainnya. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin
oleh seorang kepaa dinas yang beradap dan bertanggungjawab kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah terdiri dari 1 (satu) . Bagian Tata Usaha
(empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing masing 4 (empat)

seks serta kelompok jabatan fungsional.
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Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota Medan adalah

organisas yang berada dibawah pemerintah Provins Kota Medan yang

memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian

dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pgak dan perimbangan dan lain

sebagainya. Badan Pengelola Pgjak dan Retribuss Daerah Kota Medan

bertempat di Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Dinas

Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan

pembantuan sesuai dengan bidangnya. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut diatas Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan
daerah

b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan.

c. Paak daerah, retribus daerah, dan peneimaan adi daerah lainnya, serta
penagihan pajak bumi dan bangunan.

d. Melaksanakan koordinas dididang pendapatan daerah dengan unit dan
instans terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.

e. Melaksanakan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya serta PBB.

f. Melaksnakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang
tugasnya.

0. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
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B. Deskrips Data Pendlititan
1. Target dan Realisas Pajak Restoran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan
pemungutan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang
Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
sadah satu jenis pajak pusat yang dialihkan sejak tanggal 1 januari 2011
menjadi pajak daerah adal ah pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah
yang memiliki potens pajak daerah yang memiliki potensi yang sangat besar.
Kemampuan pemerintah dalam mengutip pgak Restoran akan menentukan
jumlah penerimaan pgak daerah kota Medan, ha ini sangat membantu
pemerintah kota Medan dalam memberikan pelayanan dan perkembangan kota
Medan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan target dan realisas Pgak

Restoran tahun 2013-2017.
Tabel IV.1

Target dan realisas untuk pemungutan pajak Restoran Kota Medan

Tahun | Target Realisas %
2013 | 113.209.441.000 91.590.223.059 81%
2014 | 113.209.441.000 106.429.552.172 94 %
2015 | 123.215.837.083 124.409.617.130 101%
2016 | 126.215.537.083 130.913.136.416 104%
2017 | 132.215.837.083 151.046.712.629 114 %

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
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Realisasi Pajak Restoran

Rumus = X 100%

Target Pajak Restoran
Besarnya persentase redisas Pgak Restoran terhadap target yang
telah ditetapkan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

a. Untuk tahun 2013 realisas terhadap target pajak restoran sebesar:

91.590.223.059 x 100% - 81%
113.209.441.000
b. Untuk tahun 2014 redisas terhadap target pajak restoran sebesar:

106.429.552.172
113.209.441.000

X 100% = 94 %

c. Untuk tahun 2015 realisas terhadap target pajak restoran sebesar:

124.409.617.130

X 100% = 101%
123.215.837.083

d. Untuk tahun 2016 realisas terhadap target pajak restoran sebesar:

130.913.136.416

X 100% = 104%
126.215.537.083

e. Untuk tahun 2017 redisas terhadap target pajak restoran sebesar:

151.046.712.629

X 100% = 114%
132.215.837.083

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisas pajak restoran selama 5
tahun dari tahun 2013,2014 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai
target yang telah ditentukan , sedangkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017
realisas penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang telah
ditetapkan. Pada tahun 2013 target pagjak restoran adalah sebesar sebesar Rp
113.209.441.000 dan terealisas sebesar Rp 91.590.223.059 dengan persentase
sebesar 81% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada
tahun 2014 target pajak Restoran adalah sebesar Rp 113.209.441.000 dan

teredlisas sebesar Rp 106.429.552.172 dengan persentase sebesar 94 %
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dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2015

target pajak restoran adalah sebesar Rp 123.215.837.083 dan terealisasi sebesar

Rp 124.409.617.130 dengan persentase sebesar 101% dengan kata lain target

yang telah ditetapkan tercapai. Pada tahun 2016 target pajak restoran adalah

sebesar Rp 126.215.537.083 dan terealisas sebesar Rp 130.913.136.416

dengan persentase sebesar Rp 104% dengan kata lain target yang telah

ditetapkan tercapai. Pada tahun 2017 target yang telah ditetapkan adalah

sebesar Rp 132.215.837.083 dan terealisas sebesar Rp 151.046.712.629

dengan persentase sebesar 114 % dengan kata lain target yang telah ditetapkan

telah tercapai.

Tabel 1V.2

Data Jumlah Wajib Pajak Restoran

No  |Tahun | Jumlah Wajib Pgjak
1 2013 721

2 2014 1005

3 2015 1103

4 2016 1442

5 2017 1627

Sumber : Data sekunder diolah

a. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar

dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Jumlah

restoran yang terdaftar terbilang banyak itu artinya sangat berkontribusi

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.
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1. Sistem Penerapan pengendalian intern badan pengelola pajak dan

retribus daerah kota medan

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikn keyakinan yang memadai atas tercapainya

tujuan tujuan organisas untuk memberikan keyakinan yang memada atas

tercapainya tujuan organisasi.

Dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60

tahun 2008 dimana unsur unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

sebagai berikut

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan Integritasdan Nilai Etika

2)

Dalam menjaankan aktivitas operasional sehari hari pihak Badan
Pengelola Pgjak Dan Retribus Daerah menerapkan pelaksanaan kegiatan
sesual yang ditetapkan dan dalam memberikan intruks dari para atasan
kepada para atasan kepada pegawainya selalu dengan etika yang baik
untuk melakukan tugas yang memang sesua dengan prosedur. Aturan
perilaku yang dijalankan oleh Badan Pengelola Pgjak Dan Retribus
Daerah kota Medan berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi,
dan tujuan Badan Pengelola Pgjak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Komitmen Terhadap Kompetens

Komitmen teradap kompetens yang dilakukan Badan Pengelola Pajak
Dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu mengarahkan pegawainya untuk

bekerja secara profesional dan megidentifikas dan menetapkan kegiatan
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4)

5)
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daam menyelesaikan tugas dan fungsi masing masing posis serta
melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetens
pekerjaannya.

Kepemimpinan Yang Kondusif

Pimpinan melakukan interaks secara insentif dengan bawahannya agar
setigp arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan
baik oleh para bawahannya sesuai timgkatanya. Dan pimpinan merespon
langsung atas laporan yang diterima dari bawahannya.

Pembentukan Struktur Organsiasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
Struktur Organsisas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Medan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Medan.

Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat

Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota Medan dalam
melakukan pemabgian tugas selalu memberikan tugas kepada pegawal
yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakn tugasnya sehingga
tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing masing bagian nampak
jelas.

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota Medan memberikan
pelatihan khusus bagi pegawai seperti diklat dibidang Pendapatan Daerah

sesual dengan regulasi dan pusat.
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7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerinta Yang
Efektif
Pengawasan pada Badan Pengelola Pgak dan Retribus Daerah Kota
Medan sudah efektif karena pengawasannya dilksanakan oleh atasan
langsung.

8) Hubungan Kerja Yang Baik Dengan I nstans Pemerintah Ter kait
Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan
hubungan kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan
Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Penilaian Resiko

1) Identifikas Resiko
Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota Medan melakukan
idetifikas resiko kurang efektif sehingga perencanaan yang dilakukan
mengakibatkan penetapan target belum tercapai.

2) AnalisisRes ko
Analisis resiko yang dimaksud adalah untuk menentukan dampak dari
resko yang telah diidentifikas terhadap pencapaian tujuan instans
pemerintah
“kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif
apabilarasio yanag dicapal 1 atau 100 %” (Halim, 2010 hal 234)

c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang
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diperlukan telah diambil dalam mengambil resiko sehubungan dengan

pencapai an sebuah tujuan perusahaan.

“bahwa dalam alur data ( flowchrt) adalah suatu model yang

menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu

system flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa sgja yang akan

diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan

dan kebagian fungs manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan

otoritas dan dokumentas” ( Mulyadi, 2010, hal 57).

d. Informas dan Komunikas

1) Menyediakan dan memafaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
penyedia alat dan komunikas yang disediakan oleh pusat untuk
memudahkan kinerja Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Kota
Medan sudah baik

2) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui system informasi
secara terus menerus kinerja Badan Pengelola Pgjak dan Retribus
Daerah Kota Medan dalam melakukan pengembangan sistem informas
sudah bak digunakan untuk mempermudah informasi, seperti
penggunaan alat untuk penggunaan sistem informas untuk menunjang
kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

e. Pemantauan

1) Pemantauan Berkelanjutan

Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota Medan dalam

melakukan pemantauan sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tahun
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48

2015 dan 2017 pencapaian realisas sudah mencapal target yang telah
ditetapkan.

Evaluas

Evaluas yang dilakukan oleh audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa
Keuangan( BPK) Selaku pihak yang berkewajiban melakukan
pegawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan kinerja
Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota Medan serta
memastikan pelaksanaan aktivitas setigp bangunan terutama penerimaan
pajak yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang
berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan
dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi

hasi| audit yang telah ditetapkan
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C. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Pegendalian Intern Pajak Restoran pada Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota M edan.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun
2008 salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang
memadal bagi tercapainya efektivitas dan efesiens pencapaian tujuan
penyelenggaraan penerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang
efektif akan berdampak pada jumlah hasil pgak atau pada target atau

realisas yang akan diterima ( Mardiasmo,2011, hal 208)

Berikut ini adalah gambar sisdur pajak Restoran kota Medan
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No | Aktivitas Staf bendahara | Wajib Petugas Bendahara | Kassubag | Kabid Persyaratan/ Kelengkapan | Output
penerimaan pajak Bank penerima keuangan HRH
Sumut
1 Mencetak Nota Bayar berdasarkan data SPTPD Formulir  SPTPD dan | Notabayar
dan laporan penjualan atau SKPD/SKPDKB/LHP laporan penjualana atau
yang telah diinput : SKPD/SKPDKB/LHP
2 Wajib pajak menerima nota bayar dan + Nota Bayar Nota bayar dan aat
menandatangani konter bank SUMUT  dengan pembayaran
membawa Nota Bayar tersebut untuk membayar
Pajak Restoran |
3 Bank sumut mencetak Surat Tanda Setoran Pajak ! v Nota bayar dan alat | Surat tanda setoran pajak
Daerah pembayaran daerah/ bukti bayar
T Wajib pajak menerima Surat Tanda Setorary/ slip - ' Surat Tanda  Setoran | SSPD telah dicetak
setoran pajak /bukti bayar dari bank SUMUT v Pajak Restoran/  bukti
kemudian menyerahkan tanda pembayaran bayar
tersebut ke staf Bendahara Penerima .\7_,
5 Wajib pajak menandatangani SSPD sebelum v SSPD telah dibayar SSPD yang telah
ditandatangani bendahara penerima ditandatangani wajib
[ pajak
6 Bendahara penerimaan memvalidasi  dan J,— SSPD yang telah | SSPD yang telah
menandatangani SSPD ditandatangani wajib | divalidasi dan
pajak ditandatangani bendahara
pemerintahan
7 Menerima SSPD dan STS dari loket Bendahara v SSPD yang tdah di | SSPD yang telah
penerimaan validasidan ditanda | divalidasi dan
tangani bendahara | ditandatanganibendahara
penerimaan STS penerimaan dan STS
8 Menerima tembusan SSPD tembusan SSPD Tembusan SSPD yang
tdah diterima kassubag
Keuangan
9 Menerima tembusan SSPD w tembusan SSPD
Tembusan SSPD yang
telah dierima bidang HRH
10 Mengarsipkan tembusan SSPD P tembusan SSPD SSPD yang di arsipkan
Gambar IV.1

Sistem dan prosedur penerimaan pembayaran pajak restoran
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Dalam meningkatkan penerimaan pajak Restoran Badan Pengelola
Pajak dan Retribus Daerah kota Medan melaksanakan dengan melakukan
Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern daam
pemungutan pajak restoran sangat berperan penting sebagai sarana
evaluas terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluas tersebut
digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan
agar pemungutan Pagjak Restoran dapat mencapa target yang telah
ditetapkan utnuk mengoptimalkan kegunaannya. Sistem yang lemah
menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisas
anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk
pembuatan keputusan. Oleh karena itu pengendalian intern yang baik
dapat dicapa apabila dapat ditangani dengan baik juga untuk menjaga
kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.
Dalam melakukan SPIP Restoran Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah kota Medan melakukan unsur unsur Sistem Pengendalian
Intern sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
1) Penegakan integritas dan nilai etika ditanamkan pada Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik, karena mereka menjalankannya
sesual vis, mis, dan tujuan yang ada. Kepala dinas, kepaa Bidang,
kepala seksi, dan para karyawan berusaha menciptakan ruang
lingkungan kerja yang nyaman serta bekerjasama dalam mencapal

tujuan.
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52

Kepemimpinan yang kondusif yang dijalankan Badan Pengelola Pajak
dan Retribus Daerah sudah baik karena pimpinan melakukan interaksi
secara intensif dengan bawahanhya agar setiap arahan atau tuggas yang
diberikan dapat langsung ditrima dengan baik oleh para bawahannya
sesuaal dengan tingkatannya.

Pembentukan struktur organisas yang sesual dengan kebutuhan.
Struktur organisasi yanag ada di Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi
Daerah kota Medan sudah tergambar jelas dimana garis kepemimpinan
dipegang oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh masing masing staf
bagiannya.

Pendelegasian Wewenang dan tanggungjawab yang tepat yang
dilakukan Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah kota Medan
sudah baik yaitu dengan pemberian dan tanggungiawab kepada
karyawan yang sesuai dibidangnya

Perwujudan aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yang
dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan
sudah baik dimana adanya pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Medan dan BPK vyaitu dengan mengkoreksi
penerimaan pajak setiap enam bulan sekali. Sehingga dapat
memberikan kepercayaan yang memadai atas pelaporan keuangnya
Hubungan kerja yang baik dengan instans pemerintah yang terkait
yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerahsudah
baik dan sudah melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan
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pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota
Medan.
b. Penilaian Resiko
Penilaian resiko yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah sudah baik karena penyajian informasi hasil pemungutan pajak
restoran yang wajar dan tepat waktu. Dapat kita lihat pada tahun 2015 —
2017 hasil penerimaan pemungutan paak restoran kota medan sudah
melebihi target yang ditetapkan.
c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengedalian intern.
Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan telah diambil dalam menghadapi resko sehubungan dengan
pencapaian sebuah tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian yang
dilakukan oleh Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah kota Medan
berkaitan dengan: Review terhadap kinerja, pembinaan sumber daya
manusia, pengendalian fisk dan kekayaan, pemisahan fungs yang
memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaks dan
kegjadian, sumber data dan pencatatannya. Berikut ini merupakan
pemaparan unsur pengendalian intern dalam kaitannya dengan kegiatan
pengendalian.
Review terhadap kinerja telah mendukung pengendalian intern,
ditunjukkan dengan diadakannya rapat evaluas pada setiap bulannya yang
dihadiri oleh semua bagian. Pembinaan sumber daya manusia yang

dilakukan oleh Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah kota Medan
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sudah mendukung pengendalian intern dengan adanya pelatihan kerja,
strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat berdasarkan
bidangnya masing-masing. Pengendalian fisik dan kekayaan pada Badan
Pengelola Pagjak dan Retribus Daerah kota Medan sudah mendukung
pengendalian intern karena dikelola oleh seks pengolahan benda berharga.
Pemisahan fungs yang telah dilakukan Badan Pengelola Pajak dan
Retribus Daerah kota Medan sudah mendukung pengendalian intern. Hal
ini dikarenakan adanya pemisahan bagian akuntansi dan bagian penerimaan
kas, pemisahan fungsi otorisas dan fungs akuntansi, pemisahan fungsi
otorisas transaks dari fungs penyimpanan dan fungsi otorisasi. Pencatatan
akuntans yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern, karena
suatu transaks yang terjadi langsung dicatat sesuai tanggal.

Pembatasan akses atas sumber data dan pencatatannya sudah mendukung
pengendalian intern. Hal ini dikarenakan Kepala BPPRD hanya
memberikan akses data berupa angka hanya kepada 1 orang. Berdasarkan
pemaparan di atas, unsur kegiatan pengendalian telah mendukung
pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang dilakukan Badan
Pengelola Pgjak Dan Retribus Daerah Kota Medan sudah berdasarkan
perundang undangan dan peraturan serta SOP dan Sisdur

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikas yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak
dan Retribus Daerah kota Medan s terlihat bahwa penyampaian informasi
disampaikan dari tingkatan yang paling tinggi ketingkat paling rendah.

Dan dengan adanya tax magazine yang dikeluarkan pihak Badan
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Pengelola Pagjak dan Retribus Daerah kota Medan diharapkan dapat
menambah wawasan dan pemahaman baru masyarakat khususnya wajib
pajak Restoran sehingga timbul kesadaran untuk membayar kewagjiban
perpgakannya.dan Sistem informass dan komunikas pada Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena
wajib pajak sudah gunakan sarana manua dan online
e. Pemantauan

Pemantaun yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pgjak dan Retribus
Daerah kota Medan sdah baik sedlain pengawasan dilakukan pihak intern
pengawasan juga dilakukan pihak pihak ekstern yaitu Inspektorat Kota
Medan dan BPK. Dan pengawasan eksternnya adanya audit yang dilakukan
untuk mengkoreks kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas
dan fungs Instans Pemerintah. Dan adanya evaluas review yang
dilakukan atas penyelenggaraan SPIP. Sistem pemantauan pada Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena
berdasarkan undang undang, peraturan, sisdur dan sop bisa dilakukan
dengan pengawasan langsung ke wajib pajak, maupun dengan pengawasan

secara online dengan pemasangan perangkat berteknol ogi

2. Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada BPPRD kota M edan
Peraturan pemerintah nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah mengatur

pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak itu bisa dlakukan secara
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dbayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment) yaitu untuk jenis paak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pgak penerangan jalan,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan dan pajak rokok.

Pemungutan pgjak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak ( self assesment) merupakan pembayaran pajak terutang oleh Wajib
Pajak menggunakan :

a. Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah (Sptpd)
b. Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Dan/Atau
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak
merupakan pembayaran pagak terutang oleh wajib paak berdarkan
penetapan Kepala Daerah (Official assessment) dengan menggunakan:

a. Surat Ketetapan Pgjak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
atau

b. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang

. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada BPPRD kota

Medan

Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada BPPRD kota
Medan berdasarkan peraturan daerah kota medan harus melalui beberapa
tahapan antaralain :

a Pendaftaran
Untuk mendapatkan data waib pagak , dilaksanakan pendaftaran

terhadap wajib pgak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan
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mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran
kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan
kepada wajib pgak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan
jelas lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran dan
mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan pendaftaran yaitu paling lama 1 sampai 2 hari.
1. Menyiapkan formulir pendaftaran
2. Menyerahkan formulir pendaftaran
3. Menerima dan memeriksa kelenegkapan formulir

b. Pendataan
Prosedur pendataan pajak restoran pada BPPRD yaitu setelah wagjib
pajak melakukan pendaftaran dan mengisi formulir dengan jelas dan
mengembalikannya kepada petugas. Data yang diperoleh dari wajib
pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukan
kesitus informas BPPRD berdasarkan nomor urut yang digunakan
sebagal dasar untuk menerbitkan NPWPD untuk wajib pajak yang
belum memiliki NPWPD yaitu:
1. Menyerahkan Formulir Pendapatan( SPTPD)
2. Menerimadan memeriksa kelengkapan pendataan ( SPTPD)
3. Mencatat Data Pajak Daerah

c. Penetapan, Menerbitkan :
1. Surat Keterangan Pgjak Daerah
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
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4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
5. Surat Tagihan Pgjak Daerah

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

. Penyetoran

1. Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP)

2. Kegiatan penyetoran melalui Kas Daerah

. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

1. Angsuran Pembayaran

2. Kegiatan Penundaan Pembayaran
Pembukuan dan Pelaporan

1. Pembukuan Penetapan

2. Pembukuan penerimaan

3. Pelaporan

. Keberatan dan banding

1. Penyelesaian keberatan

2. Banding

. Penagihan menerbitkan

1. Penagihan dengan Surat Teguran

2. Penagihan dengan Surat Paksa

3. Penagihan dengan Surat Perintah melaksanakan penyitaan

Kegiatan Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan
penghapusan dan pengurangan sanks administras

Pengembalian kel ebihan pembayaran.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Dari hasil andisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan

berikut:

1

Sistem lingkungan pengendalian pajak restoran pada Badan Pengelola
Pajak Dan Retribus Dareah Kota Medan sudah baik karena menjaankan
tugas dalam ruang lingkup wilayah/ daerah kota Medan, berdasarkan
peraturan perundang undangan, perda kota Medan dan Perwa kota
Medan.

Penilaian resiko pada Badan Pengelola Pgjak Dan Retribusi Dareah Kota
Medan sudah baik karena apabila wajib pajak restoran tidak memenuhi
kewajibannya perpajakannya maka kemungkinan besar target pajak daerah
tidak tercapai , dapat dilihat pada tahun 2015-2017 penerimaan pajak
restoran sudah melebihi target.

Aktivitas pengendalian yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Medan sudah baik karena sudah berdasarkan
perundang undangan dan peraturan serta SOP dan Sisdur

Sistem informas dan komunikasi pada Badan Pengelola Paak Dan
Retribus Daerah Kota Medan sudah bak arena wajib pajak sudah
gunakan sarana manual dan online

Sistem pemantauan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribus Daerah

Kota Medan sudah baik karena berdasarkan undang undang, peraturan,
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sisdur dan sop bisa dilakukan dengan pengawasan langsung ke wajib
pajak, maupun dengan pengawasan secara online dengan pemasangan

perangkat berteknologi.

B. Saran
Berdasarkan pada penelitian yang berlaku dan hasil kesimpulan yang
diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak Badan Pengelola Pgjak Dan Retrbusi Daerah Kota Medan
Sistem Pengendalian harus lebih meningkatkan yang ada harus
dijalankan sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan yang ada agar
tujuan organisas dapat tercapai.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai perlu ditingkatkan
lagi agar dalam proses pel aksanaan penerimaan pajak restoran.

3. mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap
pendapatan adi daerah melalui usaha usaha insentifikas dan
ekssentifikasi pemungutan pajak restoran, karena masih yang belum
menjadi objek paak restoran, melakukan pendataan ulang tentang
objek pagak pemungutan pajak restoran, karena masih banyak yang
belum menjadi objek paak restoran. Melakukan validas data tagihan
pajak, sehingga dalam menerbitkan surat ketetapan pajak daerah
kepada wajib pagjak sudah benar benar mencerminkan tagihan pajak

yang sesua dengan potensi rillnya.
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